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ABSTRACT

This research is based on problems related to consumer protection,
humans themselves are social creatures, which of course we as humans will not be
able to live alone and need other people, therefore every human being will carry
out an activity such as the legal relationship between the businessman and the
consumer which will result in legal consequences between the businessman of the
motorized pedicab and its customers, the question is whether consumer protection
regarding the rights of consumers of motorized rickshaws has been fulfilled by
business people, besides the problems regarding motorized pedicab are question
whether the motorized pedicab is allowed to operate and what kind of vehicle is it
because the motorized rickshaw is a combination of a pedicab and a motorbike
engine that produces a new type of vehicle.

This study uses a field research method located in the Special Region of
Yogyakarta and the Department of Transportation of the Special Province of
Yogyakarta. in the sampling method, the writer uses the purposive sample method
by taking samples with special characteristics, the author examines firsthand the
real situation in society. Data collection techniques used by the author include
library research, observation, interviews, and documentation. Based on the theory
of the responsibility of the business actor must be responsible if there is a loss
caused by negligence to the consumer because it is unable to fulfill the obligation
to give rights to consumers, so that the consumer protection law is not
implemented.

Based on the results of the author's research it can be concluded that the
existence of motorized pedicab is not in accordance with Regional Regulation No.
5 of 2016 concerning Modes of Traditional Pedicab and Andong Transportation,
because motorized pedicabs do not meet the qualifications of Perda No. 5 of 2016
concerning Modes of Traditional Pedicab and Andong Transportation, motorbike
rickshaws should be prohibited from operating, but due to factors of the business
of motorbike rickshaws that have been very large in the Special Region of
Yogyakarta, the Department of Transportation has consideration that motorbike
rickshaws are prohibited from fully operating the economy and the increase in
unemployment, therefore the Transportation Agency gives wisdom to the
motorbike rickshaw business players to be able to operate throughout the
Yogyakarta Special Region but on condition that they have a complete letter of
vehicle. In addition, conclusions regarding the Law on Consumer Protection for
consumers of motorized rickshaws have not been fully implemented, because
there are still unfulfilled consumer rights so that the protection of consumers of
motorized pedicab users has not been implemented according to the mandate of
the Consumer Protection Law number 8 of 1999.
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ABSTRAK

Penelitian ini berdasarkan permasalahan yang berhubungan dengan
perlindungan konsumen, manusia sendiri merupakan mahluk sosial yang tentu
Kita sebagai manusia tidak akan bisa hidup sendiri dan membutuhkan orang lain,
maka dari itu setiap manusia akan melakukan suatu kegiatan seperti halnya
hubungan hukum antara pelaku usaha becak motor dengan konsumenya yang
akan mengakibatkan akibat hukum antara pelaku usaha becak motor tersebut
dengan konsumenya, yang menjadi pertanyaan adalah apakah perlindungan
konsumen mengenai hak hak konsumen becak motor sudah terpenuhi oleh pelaku
usaha, selain itu permasalahan mengenai becak motor yang keberadaanya menjadi
pertanyaan apakah becak motor tersebut diperbolehkan beroprasi dan termasuk
jenis kendaraan seperti apa dikarenakan becak motor merupakan pengabungan
antara becak dan mesin motor yang menghasilkan sebuah kendaraan jenis baru.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan yang berlokasi di
Daerah Istimewa Yogyakarta dan Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta. dalam metode pengambilan sempel penulis menggunakan metode
purposive sample dengan mengambil sample dengan ciri ciri khusus, penulis
mengkaji secara langsung bagaimana keadaan yang senyatanya di masyarakat.
Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis antara lain dengan cara studi
kepustakaan, observasi, wawancara, serta dokumentasi. Berdasarkan teori
tanggung jawab pelaku usaha haruslah bertangung jawab bilamana terjadi
kerugian yang diakibatkan oleh kelalaianya kepada konsumen dikarenakan tidak
bisa memenuhi kewajiban untuk memberikan hak hak kepada konsumen,
sehingga tidak terlaksanakanya hukum perlindungan konsumen.

Berdasarkan hasil penelitian penulis dapat disimpulkan bahwa keberadaan
becak motor tidak sesuai dengan Perda No. 5 Tahun 2016 tentang Moda
Transportasi Tradisional Becak dan Andong, karena becak motor tidak memenuhi
kualifikasi dari Perda No. 5 Tahun 2016 tentang Moda Transportasi Tradisional
Becak dan Andong, maka seharusnya becak motor dilarang untuk beroperasi,
akan tetapi dikarenakan faktor pelaku usaha becak motor yang sudah sangat
banyak di Daerah Istimewa Yogyakarta pihak Dinas Perhubungan memiliki
pertimbangan jika becak motor dilarang beroperasi sepenuhnya maka akan
berpengaruh terhadap perekonomian dan meningkatnya angka pengangguran oleh
sebab itu Dinas Perhubungan memberikan kebijaksanaan kepada pelaku usaha
becak motor untuk dapat beroperasi di seluruh wilayah Daerah Istimewa
Yogyakarta akan tetapi dengan syarat memiliki surat surat kendaraan yang
lengkap. Selain itu kesimpulan mengenai Hukum Perlindungan Konsumen
terhadap konsumen becak motor belum sepenuhna terlaksana, dikarenakan masih
ada hak hak konsumen yang belum terpenuhi sehingga perlindungan konsumen
pengguna jasa becak motor belumlah terlakasanakan sesuai amanat Undang
undang Perlindungan Konsumen nomor 8 Tahun 1999.

Kata Kunci : Konsumen, Becak Motor, Perlindungan Konsumen
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BAB |

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi kota favorit untuk menuntut ilmu
pengetahuan, sebagaimana julukanya sebagai kota pelajar dengan jumlah
mahasiswa pendatang yang tinggi, Daerah Istimewa Yogyakarta juga terkenal
dengan keindahan destinasi wisatanya, seperti bangunan bersejarah, candi, serta
budayanya yang masih kental. Hal tersebut menjadi keungulan Daerah Istimewa
Yogyakarta untuk menarik hati para wisatawan domestik maupun mancanegara.
Tingkat wisatawan yang tinggi mampu menciptakan kesempatan bagi para
pengemudi becak motor khususnya transportasi wisata tradisional seperti becak
ataupun andong yang menjadikan ciri khas dari Daerah Istimewa Yogyakarta
yang menjadikan daya tarik tersediri bagi para wisatawan yang berkunjung ke
Daerah Istimewa Yogyakarta, Sudah menjadi ciri khas bahwa becak dan andong
menjadi daya tarik romantis untuk berkeliling dan menikmati indahnya Daerah
Istimewa Yogyakarta, akan tetapi para pengemudi becak motor yang bergerak
dalam bidang becak yang awal mulanya mengunakan becak tradisional mereka
mulai melakukan modifikasi kepada becaknya, yaitu dengan menambahkan mesin
motor kepada becaknya yang menjadikannya menjadi becak motor.

Akan tetapi hal ini tentu saja menghasilkan sebuah permasalah yang
biasanya berdampak langsung kepada konsumen, untuk penjelasan konsumen

adalah “Setiap orang pemakai barang dan/jasa yang bersedia dalam masyarakat,



baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun mahluk hidup
lain dan tidak untuk diperdagangkan”.! permasalahan yang timbul di masyarakat
cenderung merugikan pihak konsumen, dalam hal ini hak hak konsumen selalu
berada pada posisi pihak yang tidak diuntungkan, seperti pengemudi becak motor
yang bergerak dalam usaha becak motor yang tidak mencantumkan informasi
harga, keselamatan konsumen karena dengan melakukan modifikasi becaknya
mengunakan mesin motor rawan terjadi kecelakaan yang berakibat fatal kepada
pihak konsumen. Selain itu dengan hadirnya becak motor menjadi sebuah hal
yang menarik dikarenakan sejatinya becak merupakan angkutan tradisional yang
bergerak mengunakan tenaga manusia digerakan dengan cara digejot, akan tetapi
dengan melakukan modifikasi pada becak tesebut dengan menambahkan rangka
mesin motor menjadikanya becak dengan mesin atau lebih dikenal dengan becak
motor, yang tentunya akan menghasilkan sebuah permasalahan, Permasalahan
yang timbul seperti keselamatan terhadap konsumen, dan apakah pengemudi
becak motor becak motor tersebut diharuskan mengunakan helm ataupun
memiliki SIM (Surat 1zin Mengemudi) dikarenakan menggunakan mesin motor
dalam becaknya sedangkan jumlah becak motor di Daerah Istimewa Yogyakarta
menurut pemantauan Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
pada tahun 2017 sudah mencapai angka 1.500 (Seribu lima ratus) dan meningkat
tajam pada tahun 2018 menjadi 3.000 (Tiga ribu) becak motor di Seluruh Daerah
Istimewa Yogyakarta yang persebarannya terdiri di wilayah Kulon Progo, Bantul,

Sleman dan Kota Yogyakarta, akan tetapi persebaran becak motor lebih terfokus

' Abdul Halim Barkatullah, Hak Hak Konsumen, (Bandung: Nusa Media, 2010), him. 30.



di wilayah Kota Yogyakarta, berdasarkan hasil pemantauan Dinas Perhubungan
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pernah terjadi problematika antara
pengemudi becak motor dan konsumen, yang pada saat itu becak motor yang
ditumpangi oleh konsumenya mengelami kecelakaan yang dikarenakan human
error dari pengemudi becak motor itu sendiri yang disebabkan pengereman
mendadak, pada saat itu konsumen meminta kepada pihak Dinas Perhubungan
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta agar dapat mendapatkan asuransi kecelakan
dari Jasa Marga, akan tetapi pihak Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta tidak dapat memberikan asuransi kecelakaan dikarenakan becak
motor sendiri memang sudah dilarang untuk beroperasi dan belum ada payung
hukumnya. Selain itu tidak adanya harga standar yang jelas dalam mengunakan
jasa becak motor tersebut, Berdasarkan Pasal 4 huruf ¢ Undang undang No. 8
Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen. Yang dijelaskan bahwa hak
konsumen adalah “hak atas informasi yang benar, jelas, jujur mengenai kondisi
dan jaminan barang dan/atau jasa”.? akan tetapi pada kenyataanya para pengemudi
becak motor becak motor tidak memberikan informasi harga yang jelas dan
kadang memberikan harga yang lebih tinggi dengan alasan becaknya mengunakan
mesin sehingga lebih efisien untuk menuju tujuan, selain itu ada beberapa acuan
dalam hak hak konsumen yang harus diberikan oleh pengemudi becak motor
seperti , Hak atas kenyamanan, Hak atas memilih barang dan jasa, Hak atas

informasi, Hak untuk didengar pendapat dan keluhanya, Hak atas mendapatkan

? Undang undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.



perlindungan, Hak atas mendapatkan pembinaan, Hak atas mendapatkan
kompensasi.>

Mengapa penulis mengangkat tema mengenai pelindungan hukum
terhadap konsumen pengguna becak motor di Yogyakarta dikarenakan dengan
kehadiran becak motor ini menghasilkan sebuah problematika dengan hadirnya
becak motor tentu akan menjadi sebuah permasalahan mengenai peraturan dalam
aktifitas becak motor tersebut apakah becak motor tersebut sesuai dengan
ketentuan Undang undang No 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Akuntan
Jalan.* Dengan hadirnya becak motor tentu menjadi sebuah permasalahan apakah
becak motor sesuai dengan spesifikasi becak yang telah diatur dalam Undang
undang maupun Perda Daerah Istimewa Yogyakarta No 5 Tahun 2016 tentang
Moda Transportasi Tradisional Becak dan Andong, Permasalahan lain dari
munculnya becak motor tesebut pengemudi becak motor cenderung kurang
memperhatikan hak hak konsumen seperti hak untuk didengar, Hak untuk dilayani
dengan benar, maupun hak untuk mendapatkan kompensasi kerugian dari pihak
pengemudi becak motor, sehingga diperlukanya perlindungan hukum untuk pihak
konsumen agar hak hak dari para konsumen itu dapat terpenuhi oleh para
pengemudi becak motor, selain itu dalam perlindungan konsumen diharuskan
mengacu kepada asas-asas dalam perlindungan konsumen itu sendiri seperti azas
manfaat, azas keadilan, azas keseimbangan, azas keamanan dan keselamatan

konsumen, dan azas kepastian hukum.’

® Abdul Halim Barkatullah, Hak Hak Konsumen, (Bandung: Nusa Media, 2010), him. 33.

* Undang Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan.

® Burhannudin S, Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal,
(Malang: UIN-Maliki Press, 2011), HIm. 4.



B.

C.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang masalah
diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:
1. Bagaimana keberadaan becak motor menurut peraturan Perundang
undang atau Perda Daerah Istimewa Yogyakarta?
2. Apakah konsumen pengguna becak motor terlindungi asuransi dari
pemerintah jika mengalami kecelakaan?

Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penulis ini adalah sebagai berikut:
1. Tujuan dari penelitian ini adalah:

a. Untuk mengetahui apakah becak motor tersebut sesuai dengan
peraturan Undang undang ataupun peraturan Daerah Istimewa
Yogyakarta.

b. Untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman pengemudi becak motor
becak motor mengenai pentingnya hak dan kewajiban serta
perlindungan konsumen.

2. Manfaat dari penelitian ini adalah:

a. Manfaat Teoritis:

1. Hasil penelitian ini dapat memberikan kegunaan khususnya dalam

mengembangkan hukum perdata.



2. Dapat dijadikan sebagai pendoman dalam penelitian yang lain
sesuai dengan bidang peneliti yang penulis teliti.
b. Manfaat Praktis:

1. Diharapkan dapat digunakan sebagai informasi bagi masyarakat
maupun pengemudi becak motor bahwasanya hak hak konsumen
merupakan hal yang penting dan telah diatur dalam undang
undang Perlindungan Konsumen.

2. Diharapkan dapat menjadi masukan untuk pengemudi becak
motor becak motor bahwasanya melakukan modifikasi terhadap
becak dengan menambahkan mesin motor itu diperbolehkan atau
tidak oleh Undang undang maupun Perda Daerah Istimewa
Yogyakarta.

Telaah Pustaka

Telaah pustaka ini dibuat untuk menghindari kemungkinan terjadinya
kesamaan terhadap penelitian yang sudah ada sebelumnya, penulis telah
melakukan kajian pustaka terkait tema yang sedang dikaji. Telaah pustaka
dilakukan terhadap karya yang ada di UIN Sunan Kalijaga maupun di luar UIN
Sunan Kalijaga.

Skripsi Nurul Siyamsari Kartili dengan judul “Strategi Adaptif Tukang
Bentor Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Keluarga Studi Kasus Tukang Bentor
yang Beroperasi di Depan Kampus Il Universitas Islam Negri Alauddin

Makassar” dalam skripsi ini menjelaskan mengenai strategi pengemudi becak



motor untuk dapat mensejahterakan keluarganya dengan salah satu strategi adaptif
, Yang awalnya para tukang becak tradisional masih mengunakan becak yang
tradisional dengan cara digenjot akhirnya melakukan modifikasi dengan
menambahkan rangka mesin kedalam becaknya dengan mengunakan mesin motor
tentu saja membuat jarak tempuh lebih cepat dan efisien berbeda dengan becak
yang mengunakan tenaga genjot atau tenaga manusia yang cenderung akan lebih
lama daripada becak yang mengunakan becak motor yang tentu akan berpengaruh
terhadap penghasilan dari tukang becak motor tersebut.

Skripsi Aulia Rachman Firdausy dengan judul “Penertiban Kendaraan
Becak Motor (Bentor) di Kota Yogyakarta Oleh Dinas Perhubungan Kota
Yogyakarta” dalam skripsi ini menjelaskan mengenai penertiban pengemudi
becak motor becak motor di Kota Yogyakarta oleh pihak Dinas Perhubungan
Kota Yogyakarta dikarenakan peraturan mengenai becak motor diperbolehkan
menjadi transportasi umum.’

Skripsi Fahimatul Ilyah dengan judul “Perlindungan Konsumen Bagi
Penguna Jasa Angkutan Jalan Raya Studi Kasus Bus Transjogja, Yogyakarta".
Skripsi ini mengkaji tentang perlindungan konsumen yang befokus kepada bus
transjogja yang bergerak dalam bidang transportasi publik dalam memberikan

perlindungan konsumen dan pemberian hak hak kepada para penguna jasa

® Skripsi Nurul Siyamsari Kartili “Strategi Adaptif Tukang Bentor Dalam Mewujudkan
Kesejahteraan Keluarga Studi Kasus Tukang Bentor yang Beroperasi di Depan Kampus Il
Universitas Islam Negri Alauddin Makassar”, Skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negri Alauddin Makassar, 2016.

" Skripsi Aulia Rachman Firdausy “Penertiban Kendaraan Becak Motor (Bentor) di Kota
Yogyakarta Oleh Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta”, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum
Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.



Transjogja dalam ruang lingkup penelitian kepada para konsumen penguna
transportasi umum bus transjogja.®

Skripsi Hukmawati dengan judul “Komunitas Becak Motor sebagai Potret
Perubahan Sosial Studi Kasus Komunitas Becak Motor di Desa Paciran
Kabupaten Lamongan” skripsi ini mengkaji mengenai perubahan sosial di
masyarakat dengan meneliti, kenapa bisa terjadi munculnya suatu komunitas
becak motor, Yang dikaji berdasarkan sosiologi dan perubahan sosial di
masyarakat yang menghasilkan munculnya kendaraan becak motor di daerah

Paciran Kabupaten Lamongan.®

Tabel 1.1

Uraian Lebih Lanjut Dari Telaah Pustaka

Skripsi Nurul

Siyamsari Kartili

Dalam skripsi dengan judul “Strategi Adaptif Tukang Bentor Dalam
Mewujudkan Kesejahteraan Keluarga Studi Kasus Tukang Bentor
yang Beroperasi di Depan Kampus Il Universitas Islam Negri
Alauddin Makassar” dalam kesimpulan Skripsinya awalnya pengemudi
becak motor becak motor mengunakan becak genjot, akan tetapi
dengan alasan sudah tidak kuat lagi untuk mengkayuh becaknya maka
mereka melakukan modifikasi kepada becaknya dengan tujuan agar

tetap bisa mencari nafkah untuk menafkahi keluarganya.

Skripsi Aulia

Rachman Firdausy

Dalam skripsinya yang berjudul “Penertiban Kendaraan Becak Motor
(Bentor) di Kota Yogyakarta Oleh Dinas Perhubungan Kota

Yogyakarta” menjelaskan mengenai penertiban becak motor di

8 Skripsi Fathimatul Ilyah, “Perlindungan Konsumen Bagi Penguna Jasa Angkutan Jalan
Raya Studi Kasus Bus Transjogja, Yogyakarta” Skripsi Fakultas Syariah’ah dan Hukum Uin
Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

%Skripsi Hukmawati “Komunitas Becak Motor Sebagai Potret Perubahan Sosial Studi
Kasus Komunitas Becak Motor di Desa Paciran Kabupaten Lamongan”, Skripsi Fakultas limu
Sosial dan Humaniora Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga Yogakarta, 2009.




Yogykarata oleh instansi pemerintahan yaitu Dinas Perhubungan Kota
Yogyakarta dalam aturanya untuk menangulangi pemasalahan becak
motor pihak dishub hanya melakukan kontrol terhadap becak motor
bersifat disisentif dengan hanya pembiaran semata tidak ada hukuman

secara tegas dari pihak dinas perhubungan kota Yogyakarta.

Skripsi  Fahimatul
Ilyah

Skripsi dengan judul “Perlindungan Konsumen Bagi Penguna Jasa
Angkutan Jalan Raya Studi Kasus Bus Transjogja, Yogyakarta” Dalam
skripsi ini menjelaskan mengenai perlindungan konsumen akan tetapi
berbeda objek dengan penulis teliti, Skripsi ini mengunakan objek
penelitian yaitu Bus Trans Jogja, dalam skripsi ini menjelaskan
mengenai apakah sudah terpenuhinya perlindungan konsumen dan

pemberian hak hak kepada konsumen Bus Trans Jogja.

Skripsi Hukmawati

Skripsi Hukmawati dengan judul “Komunitas Becak Motor sebagai
Potret Perubahan Sosial Studi Kasus Komunitas Becak Motor di Desa
Paciran Kabupaten Lamongan” Dalam skripsinya meneliti mengapa
komunitas bisa muncul dari segi pisikologis dan perubahan sosial di
masyarakat yang meneliti mengenai munculnya becak motor di Desa

Paciran Kabupaten Lamongan.

Skripsi Penulis

Skripsi penulis memfokuskan kepada perlindungan hukum bagi
seorang konsumen becak motor apakah penguna jasa becak motor
tersebut terlindungi oleh asuransi dan apakah hak haknya telah
terpenuhi, selain itu penulis meneliti juga terkait apakah dengan
adanya keberadaan becak motor ini menurut Undang undang atau

Perda Daerah Istimewa Yogyakarta.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan kerangka konsep, landasan konsep, atau

paradigma yang disusun untuk menganalisis dan memecahkan masalah penelitian
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atau untuk merumuskan hipotesis. Penyajian landasan teoritik disajikan dengan
pemilihan satu atau sejumlah teori yang relevan untuk kemudian dipadukan dalam
satu bangunan teori yang utuh, sehingga kerangka teori dibutuhkan untuk
melakukan sebuah penelitian.™

Adapun kerangka teori yang akan digunakan dalam mengkaji penelitian
ini adalah:

1.  Teori Tanggung Jawab

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum
menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu
perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subjek berarti
bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang

bertentangan.

Teori tanggung jawab memiliki dua tipe pertanggung jawaban yang
berdasarkan unsur kesalahan dan tanggung jawab mutlak dalam teori tanggung

jawab itu memiliki beberapa prinsip prinsip antara lain:

a. Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Unsur Kesalahan (liability
based on fault), Prinsip ini adalah prinsip yang cukup umum berlaku
dalam hukum perdata khususnya Pasal 1365, 1366, dan 1367
KUHPerdata. Secara umum, asas tanggung jawab ini dapat diterima

karena adil bagi orang yang berbuat salah untuk mengganti kerugian bagi

19 pedoman teknik penulisan skripsi mahasiswa, (Yogyakarta: Fakultas Syari’ah Press,
2009), him 4.
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pihak korban. Dengan kata lain, tidak adil jika orang yang tidak bersalah
harus mengganti kerugian yang diderita orang lain.

b.  Prinsip Praduga untuk Selalu Bertanggung Jawab (presumtion of
liability) prinsip ini menyatakan, tergugat selalu dianggap bertanggung
jawab sampai ia dapat membuktikan ia tidak bersalah. Jadi, beban
pembuktian ada pada si tergugat. Apabila pihak tergugat tidak dapat
membuktikan kesalahan pengangkut, maka ganti rugi tidak akan

diberikan.

C. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (strict liability), Prinsip tanggung
jawab mutlak sering diidentikkan dengan prinsip tanggung jawab absolut.
Ada yang mengatakan tanggung jawab mutlak adalah prinsip yang
menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan. Sebaliknya
tanggung jawab absolut adalah tanggung jawab tanpa kesalahan dan tidak

ada pengecualiannya.

2.  Teori Perlindungan Hukum

Teori Perlindungan hukum merupakan teori yang menjelaskan bahwa
setiap warga negara itu terlindungi oleh hukum sehingga hak hak dari warga
negara dapat terpenuhi, untuk lebih jelasnya ada beberapa penjelasan mengenai
teori perlindungan hukum oleh para ahli yang antara lain menurut Gitzgerald,
Saptijo Raharjo dan menurut Phillipus M. Hadjon, dimana uraian para ahli
tersebut akan menjelaskan mengenai perlindungan hukum secara lebih detail.

Menurut Fitzgerald mengutip istilah teori perlindungan hukum dari

Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan
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berbagai kepentingan dalam masyrakat karena dalam suatu lalulintas kepentingan,
perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara
membatasi berbagai kepentingan dilain pihak. Kepentingan hukum adalah
mengurusi hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas
tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan
dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum
lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh
masyarakat yang pada dasarnya merupkan kesepakatan masyarakat tersebut untuk
mengatur hubungan perilaku antara anggota anggota masyarakat dan antara
perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan
masyarakat.

Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah dimana negara
memberikan pengayoman terhadap warga negara yang Hak Asasi Manusia
(HAM) yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada
masyarakat agar dapat menikmati semua hak hak yang diberikan oleh hukum dan
peran negara dalam memberikan perlindungan hukum sehingga akan terjaminya
hak hak warga/masyarakat.

Selanjutnya pengertian perlindungan hukum menurut Phillipus M.
Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang
bersifat preventif dan resprensif. Perlindungan Hukum yang preventif bertujuan
untuk mencegah terjadinya suatu sengketa, yang mengarahkan tindakan
pemerintah bersikap hati hati dalam pengambilan keputusan sehingga akan

terciptanya berdasarkandiskresi dan perlindungan yang resprensif yang tentu saja
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bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di
lembaga peradilan.

Berdasarkan dari uraian atau penjelasan dari para ahli diatas
memberikan pemahaman atau kesimpulan bahwa perlindungan hukum itu
merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan
tujuan dari hukum, vyakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.
Perlindungan hukum adalah itu sendiri, suatu perlindungan hukum yang diberikan
kepada subyek hukum sesuai dengan aturan aturan hukum, baik itu yang bersifat
preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis
maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum tersebut.
Sehingga dapat kita ketahui bahwa setiap warga negara pasti akan mendapatkan
perlindungan hukum dari negara tentu saja setiap warga negara itu dijamin bahwa
mereka terlindungi oleh hukum.

3. The Due Care Theory

The Due Care Theory yang dalam bahasa Indonesia yaitu teori
perhatian menjelaskan bahwasanya mengenai kewajiban para pengemudi becak
motor/bisnis maupun pemberi jasa terhadap konsumen didasari pada gagasan
bahwa konsumen dan pelaku bisnis atau penjual jasa tidak berada dalam secara
equal atau sejajar. Dalam artian kondisi ini kepentingan konsumen secara khusus
sangat rentan untuk disalah gunakan oleh para pengemudi becak motor maupun
pemberi jasa. Pada satu pihak para pengemudi becak motor becak motor memiliki
pengetahuan dan keahlian mengenai, spesipikasi kendaraanya, mengenai harga

standar dalam mengunakan jasanya sedangkan pada pihak yang lain konsumen
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tidak memiliki pengetahuan dan keahlian mengenai becak motor maupun
informasi harga standar dalam mengunakan jasa becak motor tersebut. Oleh
karena para pengemudi becak motor berada dalam posisi yang menguntungkan,
mereka memiliki kewajiban untuk memberikan perhatian yang khusus untuk
menjamin kepentingan konsumen untuk tidak disalahgunakan. Agar terciptanya
fairness sehingga terciptanya keadilan antara konsumen dan pengemudi becak
motor, disisi lain pihak Konsumen sangatlah bergantung pada keahlian para
pengemudi becak motor becak motor, jika teori perhatian tersebut dilaksanakan
dengan benar oleh pengemudi becak motor maka akan berpengaruh terhadap
konsumen yang akan berdampak pada:**
a. Loyalitas

Dengan pengemudi becak motor yang memberikan pelayanan yang
maksimal sehingga hak hak konsumen terpenuhi tentu saja akan menghasilakan
sebuah kepuasan terhadap konsumen dan bilamana konsumen merasa puas maka
akan tercipta sebuah loyalitas yang tentu saja konsumen tersebut akan

menggunakan jasa yang sama secara berulang ulang.

Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah:

11 Catharine MacMillan, “Evolution or Revolution? Unfair Term In Law Contract” (The
Cambridge Law Journal, Volume, 61 Issue 1 Tahun 2002), him 47.
https://www.cambridge.org/core/journals/cambridge-law-journal/article/evolution-or-revolution-
unfair-terms-in-consumer-contracts/95A1F2F2A1C60FCAD520529247FDF3B7. Diunduh pada
Rabu, 14 November 2018, Pukul 14:26 WIB.



https://www.cambridge.org/core/journals/cambridge-law-journal/article/evolution-or-revolution-unfair-terms-in-consumer-contracts/95A1F2F2A1C60FCAD520529247FDF3B7
https://www.cambridge.org/core/journals/cambridge-law-journal/article/evolution-or-revolution-unfair-terms-in-consumer-contracts/95A1F2F2A1C60FCAD520529247FDF3B7
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a. Penelitian Lapangan (field research), Penulis akan melakukan observasi
dengan cara bertatapan langsung kepada pengemudi becak motor becak
motor, melakukan wawancara kepada Dinas Perhubungan Provinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta, dan konsumen becak motor untuk dapat
mengumpulkan data data yang akurat.

b. Penelitian Kepustakaan (library research), Penulis mengenalisis teori,
Undang undang maupun peraturan yang berlaku, sumber data primer,
sekunder dan literatur lainya yang berkaitan dengan tema skripsi yang
penulis ambil.

Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, Penulis disini menggambarkan
secara umum bagaimana kondisi perlindungan konsumen di masyarakat,
khususnya para pengemudi becak motor jasa becak motor apakah hak hak
dari konsumen telah terlindungi dan terpenuhi serta bagaimana penyelesaian
sengketa konsumen yang diselesaikan melalui jalur non litigasi/penyelesaian
alternatif tanpa jalur litigasi atau pengadilan selain itu apakah becak motor
tersebut diperbolehkan untuk beroperasi oleh Undang undang ataupun Perda

Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan yang digunakan dalam memahami dan mendapatkan data
penelitian ini mengunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif ini
merupakan metode atau cara yang digunakan dalam penelitian hukum yang

dilakukan dengan cara meneliti secara observasi atau wawancara kepada
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konsumen dan pengemudi becak motor becak motor di wilayah Daerah

Istimewa Yogyakarta Serta melakukan wawancara secara langsung kepada

instansi pemerintah yang terkait dengan penelitian penulis yaitu Dinas

Perhubungan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Sumber Data

Dalam penelitian ini mengambil data dengan dua sumber data yaitu data

primer dan data Sekunder.

a) Data Primer, meliputi:

1.

Wawancara dengan pengemudi becak motor jasa becak motor di
Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Wawancara/Observasi dengan konsumen penguna jasa becak
motor.

Undang undang Perlindungan Konsumen No 8 Tahun 1999.
Undang undang No 33 Tahun 1964 tentang dana pertanggungan
wajib kecelakaan penumpang serta asuransi tangung jawab
menurut hukum terhadap pihak ketiga yang dilaksanakan
berdasarkan Undang undang No 34 Tahun 1964 tentang Dana
Kecelakaan Lalu lintas Jalan.

Undang undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang
Lalu lintas dan Angkutan Jalan.

Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun

2016 tentang Moda Transportasi Tradisional Becak dan Andong.
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7. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2010. Tentang
Kendaraan Tidak Bermotor di Yogyakarta.

Data Sekunder

Data yang berupa bahan hukum sekunder sebagai pendukung dari data

yang digunakan didalam penelitian ini, yaitu, skripsi, tesis, buku-buku

literatur, journal.

Teknik Pengumpulan Data

a.

Metode pengambilan data yang digunakan dalam skripsi ini
mengunakan sistem observasi dan wawancara secara mendalam dengan
beberapa narasumber yang kemudian diolah dengan studi pustaka.

Studi Kepustakaan, Studi ini mengacu untuk memperoleh data dengan
cara menelusuri dan menganalisis bahan pustaka dan dokumen-
dokumen ang relevan dengan peneitian.

Lokasi Penelitian, berada diselurun Wilayah Daerah Istimewa

Yogyakarta.

Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk

yang mudah dibaca dan diinterprestasikan. Penulis disini mengunakan

metode analisis kualitatif, Dengan metode ini penulis mengumpulkan data

dengan cara observasi dan wawancara secara langsung kepada pihak terkait

untuk dapat diringkas dalam bentuk yang mudah dipahami, sehingga data

dapat diuji dan diteliti lebih dalam, selain itu peneliti mengunakan metode

deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari pernyataan umum menuju
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pernyataan pernyataan khusus dengan mengunakan penalaran atau rasio
(berpikir rasional). Metode ini digunakan untuk menganalisis mengapa
pengemudi becak motor tersebut tidak memperdulikan hak hak konsumen
selain itu penulis menggunakan metode purposive sampling dalam
pengambilan datanya, Penulis menggunakan ciri ciri khusus untuk
mendapatkan narasumber yang akan penulis wawancara sehingga penulis

dapat mendapatkan data yang kredible.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penulisan skripsi, maka penulis akan
menyusun secara sistematis agar mendapatkan hasil penelitian yang
kronologis dan sistematis. Adapun sistematika pembahasan dalam
penulisan skripsi ini adalah:

BAB | Pendahuluan, terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan
masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode
penelitian = (jenis penelitian, sifat = penelitian, pendekatan, metode
pengumpulan data, analisis data) dan sistematika pembahasan.

BAB Il berisi tinjauan umum tentang hak dan kewajiban serta
asuransi.

BAB Il1 berisi tinjauan umum tentang konsumen pengguna becak
motor di Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB IV berisi mengenai analisis praktek penggunaan becak motor

di Daerah Istimewa Yogyakarta.
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BAB V berisi tentang penutup yang berisi kesimpulan dan saran

dari penulis skripsi.



BAB V

PENUTUP

Kesimpulan

1. Keberadaan Becak Motor Menurut Peraturan Perundang undang atau Perda
Daerah Istimewa Yogyakarta.

Berdasarkan penenelitian yang penulis lakukan dengan cara wawancara
dan observasi secara langsung dalam melakukan wawancara penulis
menggunakan metode purposive sampling, penulis memberikan ciri ciri khusus
dalam pengambilan sample agar dapat mewakili keseluruhan variabel penelitian,
Penulis melakukan wawancara dengan pelaku usaha becak motor yang beroprasi
di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, konsumen becak motor dan Dinas
Perhubungan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan hasil
wawancara/observasi penulis mendapatkan kesimpulan bahwa sesuai Keputusan
Gubernur nomor (55..2/0316) tertanggal 23 Januari 2003 keberadaan becak motor
di Daerah Istimewa Yogyakarta dilarang untuk beroperasi. Selain itu keberadaan
becak motor tidak memenuhi kualifikasi dari Perda No. 5 Tahun 2016 tentang
Moda Transportasi Tradisional Becakdan Andong, sehingga keberadaan becak
motor di Daerah Istimewa Yogyakarta tidak diperbolehkan untuk beroprasi. Akan
tetapi, dengan berjalanya waktu populasi becak motor di Daerah Istimewa
Yogyakarta teruslah meningkat dari tahun ke tahun pada tahun 2017 (dua ribu

tujuh belas) saja Dinas Perhubungan melakukan penelitian untuk mengetahui
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jumlah becak motor yang beroprasi di Daerah Istimewa Yogyakarta mencapai
1.500 (Seribu lima ratus)
dan pada tahun 2018 jumlah pelaku usaha becak motor sudah mencapai angka
3.000 (tiga ribu) becak motor yang beroprasi di Daerah Istimewa Yogyakarta
berdasarkan hasil pemantauan dari Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta.

Jumlah becak motor dari tahun ke tahun mengalami peningkatan srcara
signifikan dikarenakan banyaknya peralihan dari yang dulunya menggunakan
becak tradisional atau becak genjot dengan becak motor, mereka memodifikasi
becak tradisionalnya menjadi becak motor dengan alasan dikarenakan sudah tidak
kuat lagi untuk mengayuh becak tradisional, disamping itu mereka adalah tulang
pungung keluarga. Penulis simpulkan para pelaku usaha becak motor tersebut
merubah atau memodifikasi becaknya dikarenakan tuntutan ekonomi. penulis
simpulkan jika melihat hukum berdasarkan das sollen (Seharusnya) para pelaku
usaha becak motor di Daerah Istimewa Yogyakarta itu haruslah mendapatkan
sanksi dengan ditarik/ditahanya becak motornya oleh Dinas Perhubungan Provinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta karena becak motor tidak sesuai dengan Perda No. 5
Tahun 2016 tentang Moda Transportasi Tradisional Becak dan Andong. Hal ini
disebabkan karena becak motor tidak memenuhi kualifikasi dari Perda Tersebut.
Akan tetapi jika tarik berdasarkan Das Sein (Senyatanya) Perda No. 5 Tahun 2016
tentang Moda Transportasi Tradisional Becak dan Andong dinilai tidak efektif
karena tidak mampu mengakomodir pelaku usaha becak motor, maka dari itu

pihak Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Istimewa berada diposisi yang
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bimbang dikarenakan jika melihat kepada das sollen (Seharusnya) pihak pelaku
usaha becak motor harusnlah diberikan sanksi, akan tetapi jika berdasarkan das
sein (Senyatanya) Perda No. 5 Tahun 2016 tentang Moda Trasportasi Tradisional
Becak dan Andong berada diposisi yang tidak efektif ditandai dengan semakin
banyaknya pelaku usaha becak motor yang diperbolehkan beroprasi di Daerah
Istimewa Yogyakarta, Semua itu terjadi dikarenakan pihak Dinas Perhubungan
Provinsi Daerah Istimewa yang memberikan kebijaksanaan kepada pelaku usaha
becak motor untuk bisa beroperasi kembali.

Fakta yang didapatkan oleh penulis melalui observasi di beberapa wilayah
Daerah Istimewa Yogyakarta seperti di depan Hotel New Saphire Yogyakarta,
kawasan Malioboro dan kawasan alun alun selatan, masih banyak pelaku usaha
becak motor yang beroprasi. sehingga dapat penulis simpulkan keberadaan becak
motor tersebut memang tidak diperbolehkan untuk beroprasi meskipun sudah ada
larangan dari instansi pemerintahan yaitu Dinas Perhubungan Provinsi
Yogyakarta. Selain itu dalam Undang undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan, serta Perda No. 5 Tahun 2016 tentang Moda
Transportasi Tradisional Becak dan Andong tidak terdapat kualifikasi dari becak
motor, karena tidak terdapat jenis kendaraan yang berupa becak motor. Alasan
Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memberikan
kebijksanaan kepada pelaku usaha becak motor untuk dapat beroperasi kembali
dikarenakan resiko yang timbul jika becak motor dilarang/ditahan becak motornya
maka angka penganguran di Daerah Istimewa Yogyakarta akan meningkat tajam

dikarenakan para pelaku usaha becak motor kehilangan mata pencaharianya.
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Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memberikan
kebijaksaaan kepada pelaku usaha becak motor untuk dapat beroperasi kembali
meskipun Dinas Perhubungan terkesan membiarkan/memantau saja.

2. Perlindungan Hukum Hak Hak Konsumen dan Asuransi

Untuk Perlindungan Hukum kepada hak hak konsumen berdasarkan data
data yang didapatkan penulis menghasilkan jawaban yang bertolak belakang
antara pelaku usaha becak motor dengan konsumen dan Dinas Perhubungan
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Untuk jawaban dari pelaku usaha becak
motor lebih mengarah kepada perlindungan diri mereka mengungungkapakan
bahwasanya mereka telah memenuhi hak hak konsumen seperti harga mereka
melakukan negosiasi terlebih dahulu dan dalam menjalankan becak motor mereka
memperhatikan keselamatan konsumenya, dan mereka pun belum pernah
mendapatkan komplain dari para konsumen mereka.

Jawaban yang diberikan oleh pelaku usaha becak motor berbeda dengan
jawaban yang penulis dapat ketika melakukan wawancara dengan konsumen dan
Dinas Perhubungan Provinsi  Daerah Istimewa Yogyakarta Pihak konsumen
memberikan jawaban berdasarkan pengalaman mereka menggunakan jasa becak
motor untuk hak hak mereka memang sudah ada yang terpenuhi akan tetapi masih
ada hak hak konsumen yang tidak mereka dapatkan seperti dalam harga
sebelumnya pelaku usaha sudah memberikan harga untuk menggunakan jasanya
dan juga selain itu mereka mereka memberlakukan tarif berdasarkan penafsiran
jarak dan kemauan mereka saja sehingga rentan terjadinya penipuan harga karena

para pelaku usaha dengan leluasa menaikan harga kepada konsumen yang pada
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kenyataanya ketika penulis melakukan observasi, penulis menanyakan harga
menggunakan bahasa Indonesia pelaku usaha memasang tarif 20 ribu (dua puluh)
dari Malioboro menuju Alun Alun Kidul sedangkan ketika teman penulis yang
kebetulan orang Yogyakarta asli dan menayakan tarif harga dengan bahasa jawa
dari Malioboro ke Alun Alun Kidul hanya 15 ribu (lima belas) terjadi perbedaan
harga yang cukup tinggi untuk mengunakan jasa becak motor tersebut, bahkan
menurut observasi penulis dengan konsumen becak motor, ada konsumen yang
dimintai uang kembali ketika sampai di tujuan awal mereka naik setelah
berkeliling kota Yogyakarta meskipun telah membayar sesuai perjanjian awal,
akan tetapi pengemudi becak motor itu tetap bersikukuh dengan alasan jika
perjanjian awalnya hanya sekali pergi saja tidak pulang pergi.

Selain itu dalam kenyamanan konsumen banyak yang mengeluh
bahwasanya kebanyakan daripada becak motor yang berada di kawasan
Malioboro Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta tidak terawat banyak yang
becaknya sudah tua bahkan suara dari mesin motornya yang dinilai terlalu bising,
bahkan konsumen sudah mengetahui bahwa keselamatan mereka tidak terlalu
terlindungi atau terjamin dan bilamana kecelakan mereka mengetahui mereka
akan beresiko lebih parah, Semua itu diperparah dengan pelaku usaha becak
motor yang kadang tidak memperhatikan rambu rambu lalu lintas dan terkadang
ugal ugalan, yang selaras dengan pernyataan dari Dinas Perhubungan Provinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengungkapkan hal yang sama, berdasarkan
pantauan Dinas Perhubungan becak motor yang kerap beroprasi di Daerah

Istimewa Yogyakarta kerap tidak memperhatikan rambu rambu, selain itu mereka
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menggunakan mesin motor yang sudah lama/tua sehingga tingkan emisi nya
tinggi yang tentu akan mencemari lingkungan, Selain keberadaan becak motor
menurut Dinas Perhubungan memberikan kesan yang kumuh.

Tentu saja bila mendapatkan kerugian konsumen akan telat untuk
menyadari bahwa mereka dirugikan oleh pelaku usaha becak motor bahkan
terkadang konsumen tidak menyadari bahwa mereka dirugikan yang tentu saja
jika konsumen ingin meminta ganti kerugian konsumen akan sulit melakukanya
mengingat pelaku usaha becak motor yang posisinya tidak dapat diketahui dimana
lokasinya dikarenakan mereka sering berpindah pindah, berdasarkan data yang
diperoleh penulis dari observasi dan wawancara dengan pelaku usaha, konsumen,
dan Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dapat disimpulkan
bahwa Perlindungan Konsumen pengguna becak motor di Daerah Istimewa
Yogyakarta belumlah terpenuhi sepenuhnya terbukti dengan adanya hak hak
konsumen yang tidak terpenuhi seperti hak untuk mendapatkan informasi harga
yang jelas, hak untuk mendapatkan kenyamanan dan keselamatan, hak untuk
mendapatkan pelayanan yang tidak diskriminasi maupun hak untuk mendapatkan
ganti kerugian, Hasil dari data data yang penulis dapatkan di lapangan
menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa perlindungan hukum pengguna becak
motor belum terelaisasi sebagai mestinya dikarenakan adanya hak hak konsumen
yang tidak terpenuhi oleh pelaku usaha becak motor yang menjadi tanggung
jawab pelaku usaha sesuai dengan amanat Undang undang No 8 Tahun 1999

tentang Perlindungan Konsumen.

! Undang undang Perlindungan Konsumen No 8 Tahun 1999.
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Untuk Asuransi pemerintah tidak akan memberikan kompensasi ganti
kerugian dikarenakan keberadaan becak motor tidak sesuai dengan Perda No 5
Tahun 2016 tentang Moda Transportasi Tradisional Becak dan Andong, Sehingga
berdasarkan pernyataan Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta bahwasanya jika terjadi kecelakaan becak motor maka pemerintah
tidak akan memberikan asuransi, sehingga konsumen dari pengguna jasa becak
motor tersebut tidaklah terlindungi oleh asuransi dikarenakan keberadaan becak
motor tersebut belum ada payung hukum yang jelas, Dapat di simpulkan bahwa
konsumen pengguna jasa becak motor tidaklah terlindungi oleh asuransi dari
pemerintah khususnya Jasa Marga maka jika terjadi kecelakaan atau kerugian
pihak pelaku usaha becak motorlah yang harus memberikan ganti kerugian sesuai
dengan teori tanggung jawab, sehingga dalam penyelesaian sengketanya bisa
melalui negosiasi ataupun musyawarah antara pelaku usaha dan konsumen untuk
mendapatkan ganti kerugian, semua itu timbul karena konsumen tidak terlindungi
oleh asuransi.

Saran

Saran dari penulis setelah melakukan penelitian dan observasi secara
langsung kepada pelaku usaha becak motor penulis ingin memberikan kritkan,
ketika penulis melakukan wawancara mereka relatif memberikan jawaban yang
mereka rasa tidak akan merugikan mereka terlihat dari jawaban yang mereka

berikan relatif membuat image mereka baik dan lebih mencari posisi aman tetapi
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jawaban mereka berbanding terbalik dengan jawaban dari konsumen dan Dinas
Perhubungan Kota Yogyakarta.

Untuk Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta harusnya
memperhatikan aspirasi masyarakat khususnya pelaku usaha becak motor karena
mereka merupakan warga Daerah Istimewa Yogyakarta dan mereka melakukan
usaha becak motor tersebut untuk mencari nafkah sehingga seharusnya Dinas
Perhubungan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tidak hanya melakukan
pelarangan saja berdasarkan hasil observasi dengan pelaku usah becak motor
mereka pernah melakukan demonstrasi dan ingin bertemu dengan Gubernur
Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu Sri Sultan Hamengkubawana X (sepuluh)
untuk mendapatkan kejelasan mengenai keberadaan becak motor di Daerah
Istimewa Yogyakarta akan tetapi pada saat itu Gubernur Daerah Istimewa
Yogyakarta tidak berada ditempat selain itu menurut hasil wawancara penulis
dengan pelaku usaha becak motor menerangkan mereka hanya ingin adanya
aturan yang jelas mengatur mengenai becak motor meskipun dalam Perda No 5
Tahun 2016 tentang Moda Transportasi Tradisional Becak dan Andong, tidak
terdapat kualifikasi mengenai becak motor, oleh karena itu meskipun pihak Dinas
Perhubungan memberikan kebijaksanaan dengan memperbolehkan becak motor
untuk beroperasi kembali, akan tetapi selama tidak ada payung hukum yang jelas
problematika mengenai becak motor akan terus menjadi polemik/permasalahan
dikarenakan jumlah becak motor di Daerah Istimewa Yogyakarta, sudah mencapai
angka 3.000 (Tiga Ribu) becak motor yang beroprasi, Dengan artian ada tiga ribu

jiwa yang mengantungkan mata pencaharianya dengan memanfaatkan becak
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motor, alangkah baiknya pemerintah seharusnya segera mengeluarkan aturan
mengenai becak motor secara jelas dikarenakan keberadaan becak motor sudah
jelas tidak diperbolehkan jika mengacu kepada Perda No 5 Tahun 2016 tentang
Moda Transportasi Tradisional Becak dan Andong, Permasalahan mengenai
becak motor sudahlah harus menjadi perhatian secara khusus dari pemerintah
Daerah Istimewa Yogyakarta, karena jika melakukan pelarangan becak motor
untuk beroperasi tanpa memikirkan sebuah solusi maka akan menciptakan
masalah baru yaitu jumlah penganguran yang akan meningkat tentu akan
berdampak secara tidak langsung terhadap perekonomian khususnya di Daerah
Istimewa Yogyakarta, mengingat para pelaku usaha becak motor tersebut
memodifikasi becaknya bertujuan untuk mencari nafkah dan merupakan pekerjaan

utamanya bukanlah pekerjan sampingan.
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Gambar 3. Bukti telah melakukan wawancara di Dinas Perhubungan Daerah
Istimewa Yogyakarta



Gambar 4. Buku Executive Summary Dinas Perhubungan Provinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta



Gambar 5. Daftar Pertanyaan kepada Dinas Perhubungan Provinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta
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Gambar 7. Poto Becak Motor Milik Bapak Purwoto

Gambar 8. Poto Pak Ginanjar dengan Becak Motornya di Kawan Tugu Daerah
Istimewa Yogyakarta
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Gambar 9. Poto Setelah Wawancara dengan Bapak Parno
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Gambar 10. Poto Setelah Wawancara dengan Bapak Giman




Gambar 11. Poto Bapak Giman Dengan Becak Motornya



Gambar 12. Poto Setelah Wawancara dengan Pak Suratman

Xl



Gambar 13. Poto Bapak Suratman Dengan Becak Motornya




Gambar 15. Poto Setelah Wawancara dengan Friska Yuliate Nenggolan

X



Gambar 17. Poto Setelah Wawancara dengan Bapak Abdul Mugni

XV



Gambar 18. Bukti Form Melakukan Wawancara dengan Pelaku Usaha
Becak Motor dan Konsumen
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Gambar 19. Poto Pertanyaan kepada Konsumen Becak Motor
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Gambar 20. Poto Pertanyaan kepada Pelaku Usaha Becak Motor
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